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PENUTUP
A. Kesimpulan

Dalam perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk yang dimana
anak didakwa dalam bentuk surat dakwaan tunggal dengan ancaman pidana
maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Hakim menimbang meskipun dalam
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang
Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, dan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak tidak ada kewajiban untuk dilakukannya diversi
terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun ke atas dan
tidak dilarang untuk melakukan upaya diversi ini, sehingga berdasarkan
asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan demi mencapai tujuan
keadilan restoratif dan diversi sebagaimana terdapat dalam substansi UU
SPPA yakni untuk mengindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan
maka upaya diversi dalam perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk
tetap dilaksanakan sepanjang para pihak yang berperkara yakni Anak dan
Korban setuju untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum melalui
diversi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga
penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak tidak dilakukan.

Penyelesaian permasalahan hukum alternatif melalui diversi ini dipandang
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merupakan penyelesaian yang terbaik bagi anak, sehingga anak dapat
dihindarkan dari stigmatisasi dan diharapkan anak dapat kembali masuk ke
dalam lingkungan masyarakat dengan wajar tanpa adanya cap atau labelisasi
yang buruk terhadap anak, diversi melalui pendekatan keadilan restoratif ini
juga memberikan penyelesaian yang terbaik terhadap korban yakni dengan

menerima ganti kerugian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

B. Saran

Kepada para penegak hukum terhadap penyelesaian perkara
terhadap anak yang melakukan tindak pidana hendaknya dilakukan melalui
penyelesaian diluar peradilan pidana melalui diversi yang menggunakan
pendekatan keadilan restoratif. Demi kepentingan yang terbaik bagi anak,
aparat penegak hukum hendaknya tetap melakukan upaya diversi baik
terhadap anak yang didakwa dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun ke
atas meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan
Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak
mengaturnya. Upaya diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh
anak dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun keatas ini melalui pendekatan
keadilan restoratif hendaknya dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kepada masyarakat
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diharapkan juga dapat ikut berpartisi dalam membantu upaya penyelesaian
anak ini melalui diversi sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat untuk
memberikan perlindungan demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang
berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa, anak bukan
hanya menjadi tanggung jawab negara melainkan keluarga dan

masyarakat.
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